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BUPATI BUNGO 

PROVINSI JAMB! 

PERATURAN BUPATI BUNGO 

NOMOR 1,6 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BUNGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUNGO, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam 

Pemberian Layarian Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, 

ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib 

Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan 

Publik Tertentu di Kabupaten Bungo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko clan 

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum clan 

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum clan Tata Cara 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4724); 

4. Undang-Undang ...... 2 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nonior 58, Tambahan Lenibaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 

2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan 

Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126); 

ILS11I 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI 

STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU 

DI KABUPATEN BUNGO. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan: 

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, clan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

perpaj akan. 

2. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu 

untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. 

3. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib 

Pajak atas layanan publik tertentu kepada Perangkat Daerah. 

4. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pusat. 

5. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. 

6. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya 

dilakukari oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang Undang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di 

wilayah Kabupaten Bungo. 

7. Daerah adalah Kabupaten Bungo. 

8. PemerintaaLI13 
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8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo. 

9. Bupati adalah Bupati Bungo. 

10. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo. 

BAB II 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum 

memberikan layanan publik tertentu. 

(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dilakukan secara online melalui sistem informasi Pemerintah Daerah 

atau KPP Pratama untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak 

valid. 

(3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus 

menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid. 

(4) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama menerbitkan Konfirmasi Status 

Wajib Pajak atas Keterangan Status Wajib Pajak yang data dan 

informasinya sudah dilakukan peneitian akurasi dan validasi data. 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama akan mengirimkan Keterangan 

Status Wajib Pajak yang Berisi Informasi tentang: 

a Wajib Pajak sudah terdaltar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib 

Pajak Daerah (NPWPD) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

b. Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat 

Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan sudah 

disampaikan; dan 

c. Pajak terutang yang sudah dibayar. 

(2) Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) dilakukan melalui: 

a. sistem informasi pada Pemenntah Daerah yang terintegrasi dengan 

system informasi pada KPP Pratama; dan/atau 

b. sistem informasi pada KPP Pratama. 

BAB III.....................4 
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BAB III 

LAYANAN PUBLIK TERTENTU 

Pasal 5 

Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Izin Tempat Usaha; 

b. Izin Mendirikan Bangunan; 

c. Izin Penyelenggaraan Rekiame; 

d. Izin Usaha Perdagangan; 

e. Izin Usaha Industri; 

f. Izin Usaha Perikanan; 

g. Izin Usaha Peternakan; 

h. Izin Usaha Jasa Konstruksi; 

i. Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet; 

j. Izin Usaha Perkebunan; 

k. Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 

1. Tanda Daftar Gudang; 

m. Izin Keramaian/Hiburan; 

BAB IV 

STATUS WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN PEMBERIAN 

LAYANAN PUBLIK TERTENTU 

Pasal 6 

Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pemohon apabila pemohon 

dapat memenuhi: 

a. Status Wajib Pajak valid dari KPP Pratama; dan atau 

b. Status Wajib Pajak valid dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retnbusi 

Daerah Kabupaten Bungo. 

BABV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Ketentuan pelaksanaan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 huruf b paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan mi 
diundangkan. 

BABVI ................... 5 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati mi dengari penempatarinya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bungo. 

Ditetapkan di Muara Bungo 

padatanggal 30 -O3- 2020 

BUPATI BUNGO, 

k.MASHURI 

Diundangkan di Muara Bungo 

padatanggal 30-0 3 - 2020 

SERISDJ<ABUPATEN BUNGO, 

MURSIDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR /6 

:TELAHDITELmKEBENARANNYA1 
TANGGAL  

KADS PM, PTSP 

SEKRETARS 

KABID 
 

TELAp4 DITELITI SESUAI KETENIUAN 
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